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ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA
AGAMA DI INDONESIA®
Oleh : Anggreini Carolina Palandi®

Abstrak

Secara umum Perkawinan beda agama
sangat berpotensi menimbulkan persoalan-
persoalan hukum tersendiri, baik kepada
pasangan suami isteri itu sendiri maupun
kepada pihak luar/ketiga termasuk hak
waris anak yang lahir dari perkawinan beda
agama. Keabsahan perkawinan yang akan
menimbulkan hak dan kewajiban antara
suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan
harta bersama sepenuhnya tergantung
kepada ada tidaknya perkawinan yang sah
sebagai alas hukumnya, begitu pula dari
perkawinan yang sah akan melahirkan
anak-anak yang sah. Hal ini karena anak
yang lahir dari perkawinan yang tidak sah
hanya mempunyai hubungan hukum
dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 menentukan bahwa; ”“Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya, keluarga ibunya”, sehingga segala
hak anak terhadap bapaknya akan hilang
dan tidak diakui oleh hukum.

Kata kunci: Beda agama

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa
penting dalam kehidupan manusia, karena
perkawinan tidak saja menyangkut pribadi
kedua calon suami istri, tetapi juga
menyangkut  urusan keluarga dan
masyarakat. Pada umumnya perkawinan
dianggap sebagai sesuatu yang suci dan
karenanya setiap agama selalu
menghubungkan kaedah-kaedah
perkawinan dengan kedah-kaedah agama.
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> NIM 090711112

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan
norma hukum dan tata tertib vyang
mengaturnya. Penerapan norma hukum
dalam peristiwa perkawinan terutama
diperlukan dalam rangka mengatur hak,
kewajiban, dan tanggung jawab masing-
masing anggota keluarga, guna membentuk
rumah tangga yang bahagia dan sejahtera

Lahirnya Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawiuan secara
relatif telah dapat menjawab kebutuhan
terhadap peraturan perundang-undangan
yang mengatur perkawinan secara
seragam dan untuk semua golongan
masyarakat di Indonesia. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
merupakan salah satu wujud aturan tata
tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara
Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat
dan negara hukum, dilengkapi dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dan peraturan-peraturan lainnya mengenai
perkawinan, di samping aturan-aturan tata
tertib pernikahan lainnya seperti Hukum
Adat dan Hukum Agama.

Menurut Undang-undang Perkawinan
yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1
menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai
ikatan lahir dan batin antara seorang
wanita dengan seorang pria sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.’

Walaupun tentang perkawinan ini telah
ada pengaturannya dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa
undang-undang ini telah mengatur semua
aspek yang berkaitan dengan perkawinan.
Contoh persoalan yang tidak diatur oleh
Undang-Undang Perkawinan adalah
perkawinan beda agama, vyaitu antara

} Djaja S Meliala, Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan tentang Perkawinan, Nuansa Aulia,
Bandung, 2008, him., 1.
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seorang laki-laki dan seorang perempuan
yang berbeda agama.*

Pengaturan mengenai perkawinan beda
agama di berbagai negara sangat beragam.
Di satu sisi ada negara-negara yang
membolehkan perkawinan beda agama,
dan di sisi lain terdapat negara yang
melarang, baik secara tegas maupun tidak
tegas, adanya perkawinan beda agama.

Fenomena perkawinan antar agama,
bukanlah  hal baru di Indonesia.
Sebelumnya sudah berderet wanita
Indonesia yang menikah dengan laki-laki
non-Muslim. Ada Nuruf Arifin yang kawin
dengan Mayong (Katholik). Juga Yuni Shara
yang menikah dengan Henry Siahaan
(Kristen), dan masih banyak lagi yang lain.
Tetapi mereka ini kawin di luar negeri atau
mengadakan perkawinan secara Kristen.
Kasus vyang cukup terkenal adalah
perkawinan artis Deddy Corbuzier dan
Kalima pada awal tahun 2005 lalu, di mana
Deddy yang Katholik dinikahkan secara
Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal
sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.
Laki-laki yang muslim yang kawin dengan
wanita non Muslim, misalnya Jamal Mirdad
dan Lidya Kandou.

Di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi
Utara, telah ada permohonan dan
penetapan No 41/PDT.P/2012/PN.AMD
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
Airmadidi yang berisi tentang pemberian
izin untuk melangsungkan perkawinan beda
agama antara Dani Samosir dan Astriani
Van Bone dihadapan pegawai Kantor
Catatan Sipil Airmadidi.

Sementara seluruh agama yang diakui di
Indonesia tidak membolehkan adanya
perkawinan yang dilakukan jika kedua calon
beda agama. Misalnya menurut agama
Kristen perkawinan beda agama itu tidak
sah, karena tidak dilakukan menurut aturan
agama Kristen dan tidak sesuai dengan

*Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan
Masalahnya, Pionir Jaya, Bandung, 1986, him. 11.
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syarat yang ditentukan dalam perkawinan.
Agama Islam melarang keras setiap orang
untuk melaksanakan perkawinan campuran
karena tidak sesuai dengan aturan agama
Islam. Dalam pandangan agama Islam,
perkawinan yang dilakukan antara dua
orang yang berbeda agama adalah tidak sah.

Sehubungan dengan soal keabsahan dari
perkawinan beda agama tersebut juga
berdampak pada hak mewaris anak yang
diperoleh dari perkawinan tersebut. Di
dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 menentukan
bahwa; ”“Anak vyang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.”
Selama ini, perbedaan agama dipandang
sebagai salah satu faktor yang menghambat
seseorang mendapatkan waris dari orang
tuanya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum
perkawinan beda agama di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum dari
perkawinan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami
pengaturan hukum perkawinan beda
agama di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami
akibat hukum dari perkawinan beda
agama di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan
Penulisan ini  diharapkan  dapat

memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis.
Penelitian ini diharapkan  dapat
memberikan manfaat dalam rangka
pengembangan keilmuan di bidang
Hukum Perkawinan pada umumnya dan
secara khusus mengenai perkawinan
beda agama.

2. Secara praktis
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a. Sebagai bagian informasi bagi
masyarakat mengenai ketentuan
hukum dan masalah-masalah yang
terkait dengan perkawinan beda
agama yang dilangsungkan di
Indonesia

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan pertimbangan dan
masukan bagi pemerintah dan
lembaga Legislatif dalam rangka
penyempurnaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, khususnya dalam
persoalan perkawinan beda agama.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif yang merupakan salah
satu jenis penelitian yang dikenal umum
dalam kajian ilmu hukum. Oleh karena
ruang lingkup penelitian ini adalah pada
disiplin llmu Hukum, maka penelitian ini
merupakan bagian dari penelitian hukum
yakni dengan "cara meneliti bahan
pustaka yang dinamakan penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum
kepustakaan".

Data sekunder, berupa penelitian
kepustakaan dilakukan terhadap pelbagi
macam sumber-sumber bahan hukum yang
dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis,
yaitu:® Bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang diperoleh,
diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian
diolah dan dianalisis secara kualitatif
dengan menggunakan logika berpikir secara
deduksi. Teknik analisis digunakan dengan
pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan
secara kualitatif tidak digunakan parameter
statistik.

>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian
Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 2006, hal. 14.
6lbid, him. 13, lihat pula: Peter Mahmud Marzuki,
Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2005, him. 141.

II. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
Membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan
Yang Maha Esa“.’

Pengertian perkawinan menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan bukan hanya sekedar
sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan
tetapi juga merupakan suatu perbuatan
keagamaan, sehingga oleh karenanya sah
atau tidaknya suatu perkawinan
digantungkan sepenuhnya pada hukum
masing-masing agama dan kepercayaan
yang dianut oleh rakyat Indonesia.?

B. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan
Kata sah berarti menurut hukum yang

berlaku kala perkawinan itu dilaksanakan

tidak menurut tata tertib hukum yang telah
ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.

Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, berarti tidak sah menurut

perundangan, kalau tidak menurut hukum

agama berarti tidak sah menurut agama,
begitu pula kalau tidak menurut tata tertib
hukum adat tidak sah menurut hukum adat.

Sahnya suatu perkawinan telah diatur

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

menetapkan sebagi berikut :°
1. Perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-

7 K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, him 14.

® Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Hukum
Perkawinan, Alumni, Bandung, 1978, him. 9.

? Ibid, him. 35.
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masing agamanya dan
kepercayaannya ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam penjelasannya
disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di
luar hukum masing — masing agama dan
kepercayaannya itu.

Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-
Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan

Yang Maha Esa ;

2. Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing  dan
beribadah menurut agama dan
kepercayaannya itu.'°

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jelas terlihat bahwa Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menentukan sahnya suatu
perkawinan kepada hukum agama dan
kepercayaannya masing-masing
pemeluknya. Setelah perkawinan
dilangsungkan menurut tata cara masing-
masing agama dan kepercayaannya, maka
kedua mempelai menandatangani akta
perkawinan vyang telah disiapkan oleh
pegawai pencatat perkawinan.!

C. Akibat Hukum Perkawinan Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
Suatu perkawinan yang dilangsungkan

secara  sah  menurut hukum akan

menimbulkan berbagai akibat hukum.

Akibat hukum dari suatu perkawinan itu

pada pokoknya menyangkut 3 (tiga) hal

penting, yaitu :

a. Timbulnya hubungan antara suami
isteri ;

% Ibid, him. 35.
™ Hilman Hadikusuma, Hukum  Perkawinan

Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, him 88.

Lex Privatum, Vol.l/No.2/Apr-Jun/2013

b. Timbulnya harta benda dalam
perkawinan ;

c. Timbulnya hubungan antara orang tua
dengan anak .

Akibat perkawinan terhadap suami isteri
menimbulkan hak dan kewajiban antara
suami isteri.

Tentang akibat hukum perkawinan
terhadap harta benda suami isteri diatur
dalam Bab VIl yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal
yaitu : Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.

Di dalam pasal 35 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
disebutkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama ;

2. Harta bawaan dari masing-masing suami
dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah
atau warisan adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang
para pihak tidak menentukan lain.
Dengan demikian, pada asasnya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengatur bahwa dalam suatu
perkawinan itu ada dua kelompok harta
yaitu harta bersama dan harta bawaan
termasuk di dalamnya harta benda yang
diperoleh masing — masing suami isteri
berupa hadiah atau warisan.

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap
anak vyang lahir dalam perkawinan
menimbulkan hak dan kewajiban antara
orang tua dan anak secara timbal balik. Jika
dalam perkawinan itu lahir anak-anak,
mengenai kedudukan anak serta hubungan
orang tua dengan anak-anaknya itu diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dalam Bab X dari
Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Il PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perkawinan Beda
Agama
Perkawinan campuran beda agama
terjadi apabila seorang pria dengan seorang
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wanita yang berbeda agama vyang
dianutnya melakukan perkawinan dengan
tetap mempertahankan agamanya masing-
masing misalnya seorang pria beragama
Islam dan seorang wanita beragama Kristen
atau sebaliknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2
menyatakan perkawinan menurut hukum
islam vyaitu akad yang sangat kuat atau
miitsaagon gholiidhan untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.*?

Menurut Pasal 4 perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum islam.
Artinya perkawinan vyang sah adalah
perkawinan yang sesuai dengan kaidah
hukum islam yang berlaku.

Dalam Ordinansi Perkawinan Kristen
Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa
perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen
dengan seorang wanita Kristen atas
permohonan kedua suami-isteri dapat
dilaksanakan  dengan  memperlakukan
ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan
ketentuan-ketentuan peraturan
penyelenggaraan Reglemen catatan sipil
untuk orang-orang Indonesia-Kristen.*?

Apabila perkawinan tidak dilaksanakan
menurut hukum agamanya masing-masing
berarti  perkawinan itu tidak sah.
Pengadilan yang dilakukan di Pengadilan
atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan
terlebih dahulu menurut hukum agama
tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang
dilakukan oleh Hukum Adat atau oleh aliran
kepercayaan yang bukan agama dan tidak
dilakukan menurut tata cara agama yang
diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan
demikian, perkawinan yang sah menurut
agama vyaitu perkawinan yang dilakukan
menurut tata cara yang berlaku dalam
agama masing-masing.

2 Djaja S Meliala, Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan tentang Perkawinan, Nuansa Aulia,
Bandung, 2008, him. 82.

Y Ibid.,him. 75.

Menurut agama Islam yang berlaku di
Indonesia, perkawinan yang sah apabila
perkawinan tersebut dilaksanakan di
tempat kediaman mempelai, masjid,
ataupun di kantor agama dengan ijab kabul
dalam bentuk akad nikah. Sedangkan untuk
yang beragama Kristen, perkawinan yang
sah apabila syarat-syarat yang telah
ditentukan dipenuhi dan perkawinannya
dilaksanakan di depan pendeta yang
dihadiri dua orang saksi selain itu kedua
mempelai harus sudah di babtis.

Walaupun terdapat perbedaan dalam
pengaturan menurut hukum agama
masing-masing, akan tetapi semuanya
memuat materi yang sama dalam suatu
pengertian perkawinan. Materi muatan
yang mengandung kesamaan tersebut
adalah dalam hal subyeknya antara pria dan
wanita; timbulnya suatu ikatan serta dalam
hal pengikatannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan atau peraturan yang berlaku
dalam setiap system hukum tersebut,
sehingga terdapat suautu pengakuan atas
ikatan tersebut.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.
1 Tahun 1974, di Indonesia pernah ada
suatu peraturan hukum antar golongan
yang mengatur masalah perkawinan
campuran. Peraturan vyang dimaksud
adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan
oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda
yang bernama Regeling op de Gemengde
Huwelijken (GHR) atau Peraturan tentang
Perkawinan Campuran sebagaimana
dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158.
Regeling Of de Gemengde Huwelijken (GHR)
adalah suatu peraturan perkawinan yang
dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda
tentang perkawinan campuran vyang
termuat dalam Lembaran Negara Hindia
Belanda Stb. 1898 No. 158. Pada pasal 1
GHR disebutkan perkawinan campuran
adalah perkawinan antar orang-orang yang
di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan. Kemudian dalam penjelasannya
dikemukakan contoh perkawinan antara
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seorang WNI dengan seorang bangsa
Belanda atau Eropa lainnya sekalipun telah
menjadi WNI serta memeluk agama Islam.
Begitu pula perkawinan antara seorang
Indonesia dengan seorang Tionghoa atau
bangsa Timur lainnya yang tidak memeluk
agama lIslam sekalipun telah menjadi WNI.
Sementara itu, pasal 7 ayat (2) disebutkan
bahwa “Perbedaan agama, bangsa, atau
asal sama sekali bukanlah menjadi
halangan untuk perkawinan” **

Pada pasal 1 GHR dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan Perkawinan Campuran
adalah “Perkawinan antara orang-orang
yang di Indonesia tunduk kepada hukum
yang berlainan”. Ada 3 pendapat mengenai
apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan
antar agama dan antar tempat yakni,
pertama, kelompok yang berpendirian “luas”
yang menganggap bahwa perkawinan
campuran antar agama dan antar tempat
termasuk di dalam GHR; kedua, kelompok
yang berpendirian “sempit” yang
menganggap bahwa perkawinan campuran
antar agama dan antar tempat tidak
termasuk di dalam GHR; dan ketiga,
kelompok yang berpendirian “setengah luas
setengah sempit” yang menganggap bahwa
hanya perkawinan antar agama saja yang
termasuk dalam GHR, sedangkan
perkawinan antar tempat tidak termasuk di
dalam GHR."

Sudargo Gautama berpendapat bahwa
istilah perkawinan campuran pada pasal 1
GHR berarti perbedaan perlakuan hukum
atau hukum vyang berlainan dan dapat
disebabkan karena perbedaan
kewarganegaraan, kependudukan dalam
berbagai regio, golongan rakyat, tempat
kediaman, dan agama sehingga dari situ
pendirian yang luaslah yang banyak di
dukung oleh para sarjana hukum. Namun

Y EXS. Purwaharsanto Perkawinan Campuran Antar
Agama menurut UU Rl No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis, Aktualita Media
Cetak, (Yogyakarta, 1992, him. 10-13.

* Ibid
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menurut 0.S. Eoh, semenjak
dikeluarkannya Instruksi Presidium Kabinet
No. 31/U/IN/12/1966, tidak ada lagi
penggolongan penduduk kecuali dibedakan
antara WNI dan WNA sehingga di Indonesia
tidak mungkin lagi ada perkawinan
campuran antar tempat dan antar
golongan.'®

Setelah berlakunya Undang-Undang No.
1 Tahun 1974, maka pengaturan
perkawinan beda agama menjadi
cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan
alasan yakni pertama, dengan mengingat
kembali pada sejarah undang-undang
perkawinan 1973, terutama perdebatan
yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2)
bahwa “perbedaan karena kebangsaan,
suku bangsa, negara asal, tempat asal,
agama, kepercayaan dan keturunan tidak
merupakan penghalang perkawinan” dan
kemudian mendapat perubahan, maka
perkawinan beda agama tidak
dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.

Kedua, ada beberapa pasal yang dapat
dijadikan dasar dilarangnya perkawinan
beda agama dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal
8 haruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1)
dinyatakan, “Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan
“Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini,
tidak ada perkawinan di luar hukum
masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan
hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu termasuk ketentuan
perundang-undangan yang berlaku bagi
golongan agamanya dan kepercayaannya
itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak
ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.
Bila pasal ini diperhatikan secara cermat,

'® Budha. 0.5 Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam
Teori dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1996), him.118-125.
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maka dapat difahami bahwa undang-
undang menyerahkan kepada masing-
masing agama untuk menentukan cara-cara
dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan
tersebut, disamping cara-cara dan syarat-
syarat yang telah ditepkan oleh negara. Jadi
apakah suatu perkawinan dilarang atau
tidak, atau apakah para calon mempelai
telah memenuhi syarat-syarat atau belum,
maka disamping tergantung kepada
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal
tersebut juga ditentukan oleh hukum
agamanya masing-masing. Dalam
perspektif agama-agama di Indonesia,
maka perkawinan beda agama tidak
dibenarkan karena tidak sesuai dengan
hukum agama-agama vyang diakui di
Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh
pasal 8 huruf (f) bahwa “perkawinan
dilarang antara dua orang vyang ;
mempunyai hubungan yang oleh agamanya
atau peraturan lain yang berlaku, dilarang
kawin”.

Selain Islam, agama Katholik
memandang bahwa perkawinan sebagai
sakramen sehingga jika terjadi perkawinan
beda agama dan tidak dilakukan menurut
hukum agama Katholik, maka perkawinan
tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan
agama Protestan lebih memberikan
kelonggaran pada pasangan yang ingin
melakukan perkawinan beda agama.
Walaupun pada prinsipnya  agama
Protestan menghendaki agar penganutnya
kawin dengan orang yang seagama, tetapi
jika terjadi perkawinan beda agama maka
gereja Protestan memberikan kebebasan
kepada penganutnya untuk memilih apakah
hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau
diberkati di gereja atau mengikuti agama
dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama
Hindu tidak mengenal perkawinan beda
agama dan pedande/pendeta akan
menolak perkawinan tersebut. Sedangkan
agama Budha tidak melarang umatnya
untuk melakukan perkawinan dengan

penganut agama lain asal dilakukan
menurut tata cara agama Budha."’

Ketiga, merujuk kepada pasal 66
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974 yang menyatakan bahwa “Untuk
perkawinan dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka
dengan berlakunya Undang-undang ini
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgelijks Wetboek), Ordonansi
Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks
Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No
74), Peraturan Perkawinan Campuran
(Regeling op de gemegnde Huwelijken S.
1989 No. 158), dan peraturan-peraturan
lain yang mengatur tentang perkawinan
sejauh telah diatur dalam Undang-undang
ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dari ketentuan pasal 66 itu, jelas bahwa
ketentuan-ketentuan GHR (STB.
1898/158) sebagaimana yang diungkapkan
diawal juga tidak dapat diberlakukan lagi
karena di samping ketentuannya telah
mendapat pengaturan dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga
mengandung asas yang bertentangan
dengan asas keseimbangan hukum antara
suami istri sebagaimana yang dianut oleh
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain
itu,  rumusan mengenai perkawinan
campuran dalam GHR berbeda dengan
rumusan dalam pasal 57 Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 vyang
berbunyi “Yang  dimaksud dengan
perkawinan campuran dalam Undang-
undang ini ialah perkawinan antara dua
orang vyang di Indonesia tunduk pada
hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Asing dan salah satu
pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

0.5 Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori
dan Praktek Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
him.118-125.
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Rumusan di atas membatasi diri hanya
pada perkawinan antara warga negara
Indonesia dengan warga negara asing.
Adapun perkawinan antara sesama warga
negara Indonesia yang tunduk kepada
hukum yang berlainan, termasuk
perkawinan antar agama, tidak termasuk
dalam lingkup  batasan  perkawinan
campuran menurut undang-undang ini.

Hal yang signifikan di dalam memahami
persoalan  perkawinan beda agama
bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri,
tetapi soal tanggung jawab negara dalam
melindungi dan  menjamin  hak-hak
warganya. Adapun vyang dipersoalkan
adalah soal relasi vertikal dalam hubungan
antara negara dan warga negara, bukan
soal relasi horisontal yang menyangkut
hubungan di antara warga negara yang
beragam agama, kepercayaan dan beragam
penafsirannya.'®

Hal ini penting untuk diperhatikan
karena persoalan perkawinan beda agama
dalam konteks Negara Indonesia adalah
persoalan hukum, sementara tafsiran
agama-agama tentang pernikahan beda
agama adalah persoalan teologis dan tafsir-
tafsir keagamaan. Oleh karena Indonesia
bukan negara agama, maka yang menjadi
acuan adalah hukum nasional. Meskipun
hukum nasional, seperti Undang-Undang
Perkawinan No. 1  Tahun 1974
mendasarkan diri pada apa yang dikatakan
dengan hukum agama, namun cendrung
lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang
Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip
mengakui keragaman bangsa dan
kemajemukan masyarakat haruslah
menjadi dasar dari pembentukan dan
pembuatan suatu hukum maupun undang-
undang yang bersifat nasional.

Berkaitan dengan perkawinan beda
agama, maka pasal yang sering dijadikan

® Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed.),

Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen
Keagamaan, dan Analisis Kebijakan, KOMNAS HAM
bekerja sama dengan ICRP, Jakarta, 2005, him. 7.
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rujukan bagi persoalan ini adalah pasal 2
ayat (1) vyang menyatakan bahwa
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaanya itu” dan ditegaskan lagi
lewat Penjelasan pasal tersebut bahwa
“Tidak ada perkawinan diluar hukum
masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-
undang Dasar 1945”.

Perkawinan campuran yang
dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan
berdasarkan hukum perkawinan Indonesia
jadi keabsahan perkawinan tersebut harus
berdasarkan hukum agama dan harus
dicatat apabila kedua belah pihak, calon
suami-isteri ini menganut agama vyang
sama tidak akan menimbulkan masalah,
namun apabila berbeda agama, maka akan
timbul masalah hukum antar agama.

Masalahnya tidak akan menjadi rumit
apabila jalan keluarnya dengan kerelaan
salah satu pihak untuk meleburkan
diri/mengikuti kepada agama pihak yang
lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila
kedua belah pihak tetap ingin
rnempertahankan keyakinannya. Namun di
dalam kenyataannya sering terjadi untuk
mudahnya pasangan tersebut kawin
berdasarkan agama salah satu pihak, dan
kemudian setelah perkawinannya disahkan
mereka kembali kepada keyakinannya
masing-masing.

Di Indonesia perkawinan antar agama
masih merupakan suatu problem vyang
masih perlu dicarikan jalan keluarnya
dengan sebaik-baiknya. Mengenai kesahan
perkawinan campuran ini memang belum
ada pengaturan khusus, sehingga di dalam
prakteknya sering terjadi dan untuk
memudahkan pasangan tersebut kawin
berdasarkan agama salah satu pihak,
namun kemudian setelah perkawinan
disahkan, @ mereka kembali  kepada
keyakinannya masing-masing. Di samping
itu terdapat juga pasangan yang
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melangsungkan perkawinan di luar negeri,

baru kemudian didaftarkan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, karena
masalah perkawinan campuran ini tidak
mungkin dihilangkan, maka untuk adanya
kepastian hukum sebaiknya dibuatkan
suatu pengaturan mengenai kesahan
perkawinan campuran ini.

Jarwo Yunu'® mengatakan bahwa ada
dua cara dalam menyikapi perkawinan
beda agama yaitu :

1) Salah satu pihak dapat melakukan
perpindahan agama, namun ini dapat
berarti penyelndupan hukum, karena
sesungguhnya yang terjadi adalah hanya
menyiasati secara hukum ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Namun setelah
perkawinan berlangsung, masing-masing
pihak kembali memeluk agamnya
masing-masing. Cara ini sangat tidak
disarankan.

2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan
Sipil diperkenankan untuk

melangsungkan perkawinan beda agama.

Kasus ini bermula dari perkawinan yang
hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani
P (Perempuan Islam) dengan Petrus
Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen).
Dalam putusannya Mahkamah Agung
menyatakan bahwa dengan pengajuan
pencatatan  pernikahan di  Kantor
Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak
menghiraukan peraturan agam Islam
tentang perkawinan dan karenanya
harus dianggap bahwa ia menginginkan
agar perkawinannya tidak dilangsungkan
menurut agama Islam. Dengan demikian
mereka berstatus tidak beragama Islam,
maka Kantor Catatan Sipil harus
melangsungkan perkawinan tersebut.
Dengan demikian, perkawinan berbeda
agama mungkin saja dapat dilangsungkan di

 Jarwo Yunu, Aspek Perkawinan Beda Agama Di
Indonesia, CV. Insani, Jakarta, 2005, him. 11.

Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar
hukumnya adalah vyurisprudensi putusan
Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986
yang mengabulkan permohonan antara
kedua mempelai yang berbeda agama Islam
dan Kristen.

Isi keputusan Mahkamah Agung itu
antara lain memerintahkan pegawai pada
Kantor Catatan Sipil DKl Jakarta supaya
melangsungkan perkawinan \setelah
dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut
Undang-Undang. Sebagai pertimbangan,
dalam putusan tersebut antara lain
disebutkan, bahwa dengan diajukan
permohoan melangsungkan perkawinan
kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus
ditafsirkan bahwa pemohon ingin
melangsungkan perkawinan tidak secara
Islam.

Dengan demikian harus ditafsirkan
bahwa dengan mengajukan permohonan
itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan
status agamanya. Dalam keadaan demikian
Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya
instansi yang berwenang melangsungkan
perkawinan bagi kedua calon suami-istri
non-Muslim, wajib menerima pemohon.

Di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi
Utara, telah ada permohonan dan
penetapan No 41/PDT.P/2012/PN.AMD
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
Airmadidi yang berisi tentang pemberian
izin untuk melangsungkan perkawinan beda
agama antara Dani Samosir dan Astriani
Van Bone dihadapan pegawai Kantor
Catatan Sipil Airmadidi.

B. Akibat Hukum Dari Perkawinan
Campuran Beda Agama

1. Keabsahan Anak

Menurut Undang-Undang No 1. Tahun
1974 pasal 42 : Anak yang sah adalah anak
yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah. Dalam pasal 43 ayat
(1) menyatakan bahwa anak yang lahir di
luar  perkawinan hanya mempunyai
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hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya.

Mengenai kedudukan hukum anak yang
lahir dari pasangan pernikahan beda agama
ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42
UUP yang menyebutkan bahwa anak yang
sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi,
anak yang dilahirkan dari perkawinan yang
sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan
Agama (untuk pasangan yang beragama
Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk
pasangan yang beragama selain Islam),
maka kedudukan anak tersebut adalah
anak yang sah di mata hukum dan memiliki
hak dan kewajiban anak dan orang tua
seperti tertuang dalam Pasal 45 s.d. Pasal
49 UUP.

Selain itu, orang tua yang berbeda
agama  juga perlu memperhatikan
ketentuan Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (“UUPA”) yang
berbunyi:

(1) Setiap anak mendapat perlindungan
untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan
pilihannya, agama yang dipeluk anak
mengikuti agama orang tuanya.

Di dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2)
UUPA diterangkan bahwa anak dapat
menentukan agama pilihannya apabila anak
tersebut telah berakal dan bertanggung
jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara
sesuai dengan ketentuan agama vyang
dipilihnya, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak Mewaris

Hukum waris diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Buku Il
tentang kebendaan, menurut agama Islam
hukum waris sebagai suatu sistem
perundang-undangan diatur dalam wahyu
ilahi yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah
Annisa ayat 7-12, 13 dan 176; disamping itu
juga mendasarkan pada pendapat dalam Al-
Qur’an dan Hadits.

Tiga unsur terjadinya pewarisan yaitu :
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1) Pewaris adalah orang yang meninggal
dunia meninggalkan harta kepada
orang lain;

2) Ahli  waris adalah orang yang
menggantikan  pewaris di  dalam
kedudukkannya terhadap warisan, baik
untuk seterusnya maupun untuk
sebagian;

3) Harta warisan adalah segala harta
kekayaan dari orang yang meninggal20

Anak-anak dari si peninggal warisan
merupakan golongan ahli waris vyang
terpenting oleh karena mereka pada
hakekatnya merupakan satu-satunya
golongan ahli waris artinya lain-lain sanak
saudara tidak menjadi ahli waris apabila si
pewaris meninggalkan anak-anak®'.

Syarat-syarat pewarisan menurut syariat
islam yaitu :

a) Orang vyang mewaris benar telah
meninggal dunia dan dapat dibuktikan
secara hukum bahwa dia telah
meninggal.

b) Orang yang mewaris hidup pada saat
orang yang mewariskan meninggal dunia
dan bisa dibuktikan dalam hukum.

c) Ada hubungan antara orang yang
mewaris dengan orang yang mewarisi
yaitu; a) hubungan nasab yaitu
hubungan kekerabatan atau keturunan,
b) hubungan pernikahan adalah
seseorang dapat mewarisi atau isteri
dari seseorang yang mewariskan
sebagaimana firman Allah Swt, «¢)
hubungan perbudakan dan d) karena
hubungan agama islam??.

Suami isteri hanya dapat saling mewarisi
apabila hubungan mereka sah menurut
syariat islam yakni dengan akad nikah dan

20 Purwanto, Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari
Perkawinan Beda Agama, Thesis Program Study
Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro, Semarang,, 2008, him.. 20.

R Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Di
indonesia, Penerbit Sumur, Bandung, 1983, him. 33.
22 4 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan,
PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, him. 75.
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syarat-syaratnya kemudian masih

berlangsung hubungan perkawinan.

Pada awalnya seseorang sudah berhak
mendapat warisan, tetapi oleh karena ada
suatu keadaan tertentu yang
mengakibatkan dia tidak bisa menerima
warisan. Keadaan-keadaan tersebut iyalah:
a) Pembunuhan seseorang  yang

membunuh orang lain, maka ia tidak

dapat mewarisi harta orang vyang
terbunuh. Pembunuhan dalam islam
terbagi menjadi ; a) pembunuhan
dengan sengaja yaitu pembunuhan yang
sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf
dengan alat yang menurut adatnya bisa
membunuh manusia, b) pembunuhan
mirip/semi sengaja yaitu pembunuhan
yang dilakukan oleh mukallaf dengan
menggunakan alat yang biasanya tidak
mematikan, c) pembunuhan yang keliru
yaitu suatu bentuk pembunuhan yang
dilakukan oleh orang mukallaf dengan
maksud bukan membunuh manusia
seperti seorang yang berburu binatang
ternyata pelurunya mengenai orang lain.

b) Berlainan agama dimaksudkan bahwa
seseorang yang beragama islam tidak
dapat mewarisi kepada orang non-
muslim demikian juga sebaliknya.

c) Perbudakan adalah milik dari tuannya
secara mutlak, karena itu dia tidak
berhak untuk memiliki harta, sehingga ia
tidak bisa menjadi orang vyang
mewariskan dan tidak akan mewarisi
dari siapa pun sesuai dengan firma
Allah.”®
Secara umum Perkawinan beda agama

sangat berpotensi menimbulkan persoalan-
persoalan hukum tersendiri, baik kepada
pasangan suami isteri itu sendiri maupun
kepada pihak luar/ketiga termasuk hak
waris anak yang lahir dari perkawinan beda
agama.

Keabsahan perkawinan yang akan
menimbulkan hak dan kewajiban antara

% Ibid, him. 79.

suami isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan
harta bersama sepenuhnya tergantung
kepada ada tidaknya perkawinan yang sah
sebagai alas hukumnya, begitu pula dari
perkawinan yang sah akan melahirkan
anak-anak yang sah. Hal ini karena anak
yang lahir dari perkawinan yang tidak sah
hanya mempunyai hubungan hukum
dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 menentukan bahwa; ”Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya, keluarga ibunya”, sehingga segala
hak anak terhadap bapaknya akan hilang
dan tidak diakui oleh hukum.

Hak pemeliharaan terhadap anak vyang
dimiliki orang tuanya, hanya akan dapat
diperoleh apabila orang tua memiliki status
perkawinan  yang  sah. Sebaliknya,
perkawinan beda agama vyang telah
memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah
dapat diajukan pembatalan dengan alasan
bahwa perkawinan tersebut tidak sah
karena tidak sesuai dengan ketentuan
hukum agama sebagaimana diatur oleh
peraturan perundang-undang yang berlaku,
yaitu Kompilasai Hukum Islam (KHI) dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.

Apabila persolaan kewarisan dilihat dari
aspek keadilan, maka larangan perkawinan
beda agama jelas lebih melindungi hak
kewarisan masing-masing. Hal ini
disebabkan anak-anak tidak mungkin
beragama kembar, karena agama adalah
masalah keyakinan. Konsekuensinya anak-
anak hanya akan seagama dengan salah
satu dari kedua orang tuanya dan/atau bisa
menganut agama lain yang dianut oleh
kedua orang tuanya.

Apabila ada anak yang seagama dengan
bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan
mendapatkan hak kewarisan dari bapak
atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia
akan berhadapan dengan saudaranya yang
beda agama. Hal ini menimbulkan masalah
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keadilan, yaitu anak yang seagama akan
mendapatkan hak kewarisan sedangkan
saudara kandungnya yang beda agama
tidak mendapatkan hak kewarisan.

Mengenai hak kewarisan antara suami
isteri  dan anak-anaknya seandainya
keabsahan perkawinan pasangan beda
agama tidak dipersoalkan dan dianggap
perkawinan tersebut adalah sah termasuk
status anak-anaknya juga dianggap sah,
namun hak kewarisan diantara mereka
tidak ada karena perbedaan agama
menggugurkan hak saling mewaris.

Karena perkawinan campuran beda
agama merupakan perkawinan yang tidak
sah karena tidak mengikuti aturan hukum
agama yang berlaku, maka anak yang lahir
akibat perkawinan beda agama ini
disamakan dengan anak luar kawin yang
hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya. Namun anak diluar kawin
tetap bisa mendapatkan warisan apabila
anak tersebut diakui oleh bapaknya.

Dalam kasus perkawinan beda agama,
sepanjang tidak ada pihak ketiga yang
memperkarakan keabsahan perkawinan
mereka, maka anak-anak mereka menjadi
ahli waris yang sah. Tetapi apabila ada
pihak ketiga yang memperkarakan ke
Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa
perkawinan mereka tidak sah, maka anak-
anak mereka hanya dapat mewaris dari
ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak
mewaris kepada bapaknya.

Berkaitan dengan ahli waris,
berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH
Perdata :

Menurut undang-undang yang berhak

menjadi ahli waris ialah para keluarga

sedarah, baik yang sah menurut undang-
undang maupun yang diluar perkawinan,
dari suami atau isteri yang hidup terlama

menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Jadi asas dalam Pasal 832 KUH Perdata
bahwa menurut undang-undang, untuk
dapat mewaris orang harus mempunyai
hubungan  darah  dengan pewaris.
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Hubungan darah tersebut dapat sah atau
luar kawin, baik melalui garis ibu maupun
garis bapak. Hubungan darah yang sah
adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai
akibat dari perkawinan yang sah.
Perkawinan yang sah maksudnya adalah
sah  menurut ketentuan hukum vyang
berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya ahli waris menurut Pasal 171
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menyatakan bahwa :

Ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan
dengan pewaris, beragama Islam dan
tidak terhalang oleh hukum untuk
menjadi ahli waris.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini
adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
menyatakan bahwa :

Ahli waris dipandang beragama islam
dilihat dari Kartu Identitas atau
pengakuan atau amalan atau kesaksian,
sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau
anak yang belum dewasa, beragama
menurut ayahnya atau lingkungannya.

Berdasarkan pengertian ahli  waris
menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal
171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam (KHI),
terdapat persamaan dan perbedaan
diantara keduanya. Persamaannya adalah
adanya unsur hubungan darah dan
hubungan perkawinan, sedangkan
perbedaannya adalah adanya unsur agama.

Unsur agama yang dimaksud menurut
ketentuan Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak
menjadi ahli waris (yang beragama Islam)
harus beragama Islam (seagama dengan
pewaris). Sehingga dengan demikian
apabila antara pewaris dengan ahli waris
tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-
muslim), maka tidak saling mewaris atau
bukan ahli waris dari pewaris yang
beragama Islam.
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Dari sudut pandang Hukum Waris Islam,
maka anak yang lahir dari perkawinan beda
agama tidak mempunyai hak untuk
mendapatkan harta waris apabila tidak
seagama dengan pewaris yang dalam hal ini
pewaris beragama Islam. Namun demikian
apabila pewaris tidak beragama Islam (non-
muslim), sedangkan ahli warisnya tidak
seagama dengan pewaris (nonmuslim),
maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut
didasarkan pada hubungan darah antara
pewaris dengan ahli waris, sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH
Perdata maupun Pasal 171 huruf c
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal tersebut dipertegas oleh Fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor :
5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan
Beda Agama, yang menetapkan bahwa :

1) Hukum waris Islam tidak memberikan
hak saling mewaris antar orang-orang
yang beda agama (antara muslim
dengan non-muslim);

2) Pemberian harta antar orang berbeda
agama hanya dapat dilakukan dalam
bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Hibah adalah pemberian suatu benda
secara sukarela tanpa imbalan dari
seseorang kepada orang lain yang masih
hidup untuk dimiliki. Wasiat adalah
pemberian suatu benda dari pewaris
kepada orang lain atau lembaga yang akan
berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Hadiah adalah pemberian benda secara
sukarela.

Yang dimaksud dengan penghalang
pewarisan adalah suatu keadaan atau sifat
yang menyebabkan orang tersebut tidak
dapat menerima warisan padahal sudah
cukup syarat-syarat dan ada hubungan
pewarisan. (amin,78)

Meskipun Hukum waris Islam tidak
memberikan hak saling mewaris antar
orang-orang yang beda agama (antara
muslim  dengan non-muslim), tetapi
terdapat ketentuan yang menyatakan
bahwa pemberian harta antar orang

berbeda agama hanya dapat dilakukan
dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
Sehingga hak waris anak yang lahir dalam
perkawinan beda agama tetap bisa
mendapatkan harta dari orang tuanya yang
beda agama dalam bentuk hibah, wasiat
dan hadiah. Namun meskipun anak yang
lahir dalam perkawinan beda agama tetap
bisa mendapatkan harta dari orang tuanya
yang beda agama salah satunya dalam
bentuk wasiat, bukan merupakan wasiat
wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal
209 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada akhirnya masalah kewarisan
khususnya mengenai hak waris anak yang
lahir dalam perkawinan beda agama,
dikembalikan kepada masyarakat
khususnya pihak-pihak yang bersengketa.
Apakah akan mengacu atau tunduk pada
hukum agamanya atau hukum lainnya
(Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) atau
Hukum Adat), karena hal tersebut memang
dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang
berlaku yaitu UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dalam Penjelasan Umum
disebutkan bahwa para pihak sebelum
berperkara dapat mempertimbangkan
untuk  memilih  hukum apa vyang
dipergunakan dalam pembagian warisan.
Sehingga selama masih terdapat pluralisme
hukum waris, maka hal tersebut menjadi
hambatan hak mewaris anak yang lahir
dalam perkawinan beda agama. Ketentuan
hukum mana yang berlaku, hal ini karena
masing-masing pihak (pewaris maupun ahli
waris) tentunya tetap berpegang teguh
pada ketentuan hukum dimana dia tunduk
khususnya hukum agama yang dianut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut UU No. 1 tahun 1974,
Kompilasi Hukum Islam dan Ordonansi
Perkawinan Kristen Indonesia,
perkawinan yang sah adalah
perkawinan yang dilaksanakan sesuai
dengan hukum dan aturan agama
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masing-masing. Masing-masing agama
menitikberatkan untuk melangsungkan
perkawinan yang seagama. Perkawinan
beda agama yang dilaksanakan salah
satu pihak dapat melakukan
perpindahan agama, namun ini dapat
berarti penyelundupan hukum, karena
yang terjadi adalah hanya menyiasati
secara hukum ketentuan dalam UU No
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Namun setelah perkawinan berlangsung
masing-masing pihak kembali memeluk
agamanya masing-masing. Cara ini
sangat tidak disarankan. Perkawinan
berbeda agama mungkin saja dapat
dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.
Sebagai dasar hukumnya adalah
yurisprudensi  putusan  Mahkamah
Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986. Dalam
putusan itu, Mahkamah  Agung
mengabulkan  permohonan  antara
kedua mempelai yang berbeda agama
Islam dan Kristen. Namun secara agama
perkawinan tersebut tidaklah sah.

Anak yang lahir dalam perkawinan beda
agama menurut agama Kristen maupun
agama Islam merupakan anak yang
tidak sah karena perkawinannya juga
tidak sah. Menurut Hukum Islam dalam
pewarisannya anak yang tidak seagama
dengan bapaknya, akan kehilangan hak
mewaris sesuai dengan halangan
terjadinya pewarisan dalam Kompilasi
Hukum Islam. Menurut Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Nomor
5/MUNAS VI1/9/2005 tentang
Kewarisan Beda Agama : (1) Hukum
waris Islam tidak memberikan hak
saling mewaris antar orang-orang yang
beda agama (antara muslim dengan
non-muslim); (2) Pemberian harta antar
orang berbeda agama hanya dapat
dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat
dan hadiah.

1. Berkaitan dengan
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B. Saran

pencatatan
perkawinan, maka hal tersebut juga
merupakan bagian dari hak warga
negara vyang mesti dilindungi dan
dipenuhi haknya. Asumsi dasar dari
pencatatan perkawinan adalah bahwa
pernikahan, disamping sebagai bagian
aktifitas ritual dalam semua agama,
juga harus ditempatkan sebagai
perikatan yang berdimensi yuridis dan
sosiologis sehingga dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan
aspek legalitas yang bersifat yuridis-
formal. Maka, materi-materi di dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
KHI perlu diperbaharui untuk tujuan
penyempurnaan, sehingga mampu
memberikan solusi terhadap persoalan
yang muncul di masyarakat, baik dalam
aturan formil maupun materil.
Hendaknya perkawinan beda agama ini
tidak dilakukan oleh pasangan yang
akan menikah. Hal ini mengingat
dampak yang ditimbulkannya
berpengaruh terhadap masa depan
keluarga, anak dan harta benda. Selain
itu yang paling penting bahwa tidak
ada satu agamapun yang membolehkan
adanya perkawinan beda agama. Selain
itu hendaknya semua pasangan yang
menikah mencatatkan perkawinannya.
Hal ini untuk menjelaskan status suami
dan isteri dan memberi perlindungan
kepada pasangan serta menempatkan
hak anak hasil perkawinan tersebut.
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